BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1 Efektivitas pengdaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada LPSE

Kota Kupang memberikan hasil yang positif dalam penyelenggaraan proses pengadaan.

Berdasarkan indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan

adaptasi maka dapat disimpulkan:

1.

Pencapaian Tujuan. Peroses yang transparan membuat system e-procurement ini
berjalan dengan efektif dan akuntabilitas. Tetapi perlu diperhatikan agar LPSE Kota
Kupang dapat senantiasa melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan
efektivitas sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik ini. Pada prinsipnya
efektvitas telah terlaksana sesuai dengan tujuan e-procurement antara lain
meningkatkan efisiensi dan efektivitas plaksanaan pengadaan barang/jasa dengan
pemanfaatan teknologi nformasi modern. Selama ini proses peayanan pengadaan
barang secara elektronik pada LPSE kota Kupang sudah dilakukan sebaik mungkin.
Dilihat dengan berkurangnya komplain dri masyarakat tentang pengadaan lelang yang
dilakukan.

Integrasi. Pada penelitian ini integrasi berkaitan dengan sosialisasiyang dilakukan
terhadap masyarakat maupun panitia pelaksanaan pengadaan secara elektronik.
sosialisasi dilakukan agar proses peaksanan dapat dilakukan sesuai dengan
perencanaan dan tepat waktu. Karena tekadang pelaksanaan pengadaan terhmbat
prosesnya karena panitia pelaksana ataupun masyarakat belum sepenuhnya paham
tentang penggunaan teknologi dalam proses pengadaan secara elektronik.

Adaptasi : berdasarkan informasi yang diperoleh perlu adaptasi dapat dicapai jika

panitia pengadaan maupun masyarakat bias melaksanakan pengadaan secara tepat
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waktu. Serta para petugas pengadaan harus lebih berlatih meningkatkan kemampuan
mereka dan menguasai bidang mereka dlam melaksananakan sistem pengadaan e-
procurement.
6.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik
pada LPSE Kota Kupang diantaranya, sumber daya manusia, masalah tknis, dan sumber
dana. Sumber dyaa manusia lebih ditekankan pada jumlah paket yang harus disesuaikan
dengan jumlah panitia. Masalah teknis lebih ditekankan tentang kualitas jaringan internet
yang harus ditingkatkan. Sedangkan sumber dana pemerintah harus menyiapkan dana yang
cukup besar untuk menyediakan
6.2. Saran
1.  Sistem pengadaan barang dan jasa secara elekronik harus sepenuhnya didukung oleh
pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Komitmen itu harus dilakukan dengan
mengontrol langsung jalannya proses lelang secara elektronik. Selain itu, perlu adanya
sosialiasi dan pelatihan bagi implementor, penyedia maupun masyarakat agar lebih
memahami cara kerja pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
2. Agar terciptanya efektivitas pengdaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)
proses lelang harus didukung oleh pemerintah dengan menyediakan sumber daya yang

baik serta petugas yang kompeten serata didukung oleh infrastruktur yang memadai.
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